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ABSTRAK 

(A) Nama   : Dixon Sanjaya (NIM: 205180023). 

(B) Judul Skripsi : Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Nomor  

02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 

Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan 

Atribut di Lingkungan Sekolah di Tinjau Dari Ilmu 

Perundang--undangan (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 17P/HUM/2021) 

(C) Halaman : viii + 166 + 2021 

(D) Kata Kunci : Ilmu Perundang-undangan, Keputusan Bersama Menteri,  

  Pakaian Seragam dan Atribut 

(E) Isi  :  

Akhir-akhir ini terdapat fenomena di masyarakat menggenai peraturan atau 

kebijakan pemerintah daerah dan/atau sekolah yang diskriminatif yang 

melarang atau mewajibkan siswi untuk mengenakan atau tidak mengenakan 

seragam atau atribut dengan kekhasan agama tertentu. Merespon hal 

tersebut, Pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri mengenai penggunaan 

seragam. SKB 3 Menteri ini diuji legalitasnya ke Mahkamah Agung yang 

dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021 dibatalkan karena bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, 

SKB Menteri tidak dikenal dalam Ilmu Perundang-undangan dan sebagai 

konsekuensi logis atas hal tersebut Mahkamah Agung seharusnya tidak 

dapat melakukan pengujian atas SKB tersebut. Berdasarkan pokok masalah 

tersebut, dilakukan penelitian apakah SKB 3 Menteri tersebut memiliki 

keabsahan dan apakah Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki 

kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. 

Data diperoleh dengan studi kepustakaan berupa data sekunder yang terdiri 

dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Seluruh data diolah 

secara kualitatif berdasarkan analisis konten untuk menghasilkan preskripsi 

atas pokok masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa SKB 3 Menteri 



tidak memiliki keabsahan karena tidak dikenal dalam jenis dan hierarki, 

bertentangan dengan asas dan prosedur, dan materi muatan bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap putusan Mahkamah 

Agung memiliki kekuatan hukum mengikat akan tetapi secara teoretis  

seharusnya tidak berwenang karena tidak didasarkan pada kompetensi atau 

kewenangannya dan SKB 3 Menteri merupakan KTUN yang menjadi objek 

pengujian di PTUN. Perlu dilakukan perbaikan terhadap pengaturan 

penggunaan seragam, penindakan terhadap peraturan atau kebijakan 

pemerintah daerah dan/sekolah yang diskriminatif, serta perubahan atau 

penyempurnaan UU P3 dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan 

peraturan perundang-undangan. 

(F) Acuan   : 37 (2004 – 2020) 

(G) Pembimbing : Dr. Rasji, S.H., M.H. 

(H) Penulis  : Dixon Sanjaya 

 


